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ABSTRAK 

Skema land value capture (LVC) dapat menjadi alternatif pendanaan infrastruktur. Namun, belum ada kebijakan 

yang secara eksplisit mengatur pelaksanaannya di Indonesia. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian yang 

dilakukan penulis terdahulu saat menyelesaikan studinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

peluang dan tantangan dalam penerapan LVC di Palembang dari faktor kesiapan regulasi dan kelembagaan serta 

dukungan stakeholder. Penelitian ini dilakukan dengan metode in-depth interview pada narasumber dari instansi 

pemerintah dan swasta. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesiapan regulasi dan kelembagaan serta dukungan 

stakeholder untuk pelaksanaan LVC. Namun, beberapa tantangan seperti minimnya pengetahuan dan kemampuan 

pegawai pemerintah, serta kesenjangan informasi harus diatasi untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan LVC di 

Kota Palembang. 

Kata kunci : land value capture, pendanaan infrastruktur, palembang 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan bertambahnya jumlah 

penduduk di area perkotaan, yang salah satunya 

diakibatkan oleh urbanisasi, mendorong 

pemerintah untuk meningkatkan penyediaan 

infrastruktur yang berkualitas. Namun, tidak 

bisa dipungkiri bahwa pembangunan 

infrastruktur membutuhkan dana yang tidak 

sedikit, sehingga pemerintah daerah, khususnya 

di negara berkembang seperti Indonesia, masih 

harus bergantung pada transfer dana pemerintah 

provinsi dan/atau pemerintah pusat [1]. Oleh 

karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk 

mencari alternatif untuk membiayai 

pembangunan infrastruktur [2], salah satunya 

melalui skema land value capture (LVC) yang 

diyakini sebagai alternatif pembiayaan 

infrasturktur yang berkelanjutan [3][4][5].  

Prinsip penerapan LVC sebagai alternatif 

pembiayaan infrastruktur didasarkan pada 

pemanfaatan kenaikan nilai properti yang 

didapatkan oleh pemilik properti sebagai 

dampak dari pembangunan infrastruktur, 

biasanya pada area di sekitar titik transit [2][3]. 

Suzuki et al. [3] membagi instrumen LVC 

menjadi 2 kategori berdasarkan prinsip beban 

penerima manfaat: 1) Instrumen berbasis pajak 

atau dikenal dengan istilah tax-based 

instruments, yang terdiri dari pajak properti, 

biaya perbaikan dan penilaian khusus 

(betterment charges and special assessment), 

dan pembiayaan selisih pajak atau yang lebih 

popular dengan nama tax increment financing; 

dan 2) Instrumen berbasis pengembangan atau 

dikenal dengan istilah development-based 
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instruments, yang terdiri dari penjualan hak atas 

udara atau air right sales dalam istilah LVC, 

penjualan tanah, sewa hak pengembangan atau 

lease of development rights, pembangunan 

bersama, penyesuaian lahan kembali atau land 

readjustment, dan skema pembangunan 

kembali perkotaan atau dalam LVC dikenal 

dengan istilah urban redevelopment. 

Di Indonesia, sebenarnya praktek LVC 

sudah banyak dilakukan melalui beberapa 

instrument berbasis pajak, seperti pajak properti, 

keuntungan perencanaan atau planning gain, 

retribusi perbaikan atau betterment levy, dan 

biaya dampak pembangunan atau development 

impact fee [6]. Namun, Wisnu [6] 

menambahkan bahwa dalam pelaksanaan 

instrument LVC tersebut belum ada kebijakan 

yang secara eksplisit mengatur tentang 

penerapan LVC di Indonesia. Oleh karena itu 

perlu dilakukan penelitian untuk menentukan 

skema LVC yang tepat untuk diterapkan di 

Indonesia. 

1.2. Tinjauan Pustaka 

Penelitian terdahulu beranggapan bahwa 

strategi implementasi kebijakan LVC pada 

setiap daerah berbeda-beda [3]. Sehingga 

banyak peneliti melakukan riset di berbagai 

negara dengan mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan 

LVC pada masing-masing negara [2][7][8][9]. 

Faktor penentu keberhasilan pelaksanaan 

kebijakan LVC tersebut secara garis besar 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu kesiapan 

regulasi dan kelembagaan, dukungan pemangku 

kepentingan (selanjutnya disebut stakeholder), 

dan faktor eksternal. 

Kesiapan regulasi dan kelembagaan 

dapat ditunjukkan dengan adanya mekanisme 

yang jelas dalam suatu yurisdiksi [3][7][10][11], 

institusi pemerintah yang kuat baik di tingkat 

pusat maupun daerah [12] termasuk institusi 

pembiayaan yang berfungsi dengan baik [4], 

data kadastral yang update dan akurat 

[8][12][13], kepala daerah yang memiliki 

kepemimpinan yang kuat serta pejabat 

pemerintah yang memiliki pengetahuan dan 

keahlian berkaitan dengan LVC [3][14].  

Dukungan stakeholder ditunjukkan dengan 

adanya koordinasi yang baik antar stakeholder 

serta dukungan dari pemilik properti [8][12]. 

Sementara itu, faktor eksternal ditunjukkan 

dengan pasar real estat yang kuat [4][7][8][10] 

[11][13][14]. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui peluang dan tantangan dalam 

penerapan LVC di Palembang dari faktor 

kesiapan regulasi dan kelembagaan serta 

dukungan stakeholder. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Kota 

Palembang mengingat prinsip dasar LVC yaitu 

memanfaatkan kenaikan nilai properti di sekitar 

titik transit. Kenaikan nilai properti di sekitar 

stasiun light rail transit (LRT) Palembang 

menunjukkan adanya peluang pelaksanaan 

LVC di Kota Palembang. Oleh karena itu, Kota 

Palembang dipilih sebagai unit analisis 

penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif untuk mendapatkan pemahaman 

mengenai pelaksanaan LVC jika dikaitkan 

dengan kondisi Kota Palembang, dari sudut 

pandang stakeholder sebagai aktor penting 

dalam pelaksanaan kebijakan LVC. Dengan 

metode in-depth interview, penelitian ini 

melibatkan enam sample mewakili stakeholder 

dengan latar belakang organisasi yang berbeda 

di Kota Palembang.  

Narasumber tersebut terdiri dari: 1) 

Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah, Penelitian dan Pengembangan 

(selanjutnya disingkat Bappeda Litbang); 2) 

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang (selanjutnya disingkat DPUPR), 3) 

Pegawai Badan Pegelolaan Pajak Daerah 

(selanjutnya disingkat BPPD); 4) Anggota 

Asosiasi Pengembangan Perumahan dan 

Permukiman Seluruh Indonesia (selanjutnya 

disingkat APERSI); 5) pemilik hunian; 6) 

pemilik ruko.    
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Regulasi dan Kelembagaan LVC 

Sebagian narasumber, yaitu mereka yang 

mewakili kelompok pegawai pemerintah, 

sepakat bahwa untuk mendukung pelaksanaan 

LVC di Kota Palembang, diperlukan regulasi 

dan kelembagaan yang jelas dan kuat dalam 

mengatur pelaksanaan LVC. Seorang pegawai 

pemerintah dari DPUPR, misalnya, meyakini 

bahwa pemerintah perlu memastikan beberapa 

hal seperti “yang pasti regulasinya dulu sebagai 

aspek legalitas penerapannya. Kemudian 

kelembagaanya. Terus biar transparan 

disosialisasikan regulasi tersebut.” Pernyataan 

ini didukung oleh temuan peneliti-peneliti 

sebelumnya, seperti Mathur [12] yang 

menyatakan pentingnya institusi pemerintahan 

yang baik dan kuat, dan Suzuki, et al., [3] yang 

mengungkapkan bahwa keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan LVC sangat bergantung 

pada dukungan regulasi yang jelas. 

Di Kota Palembang, regulasi yang terkait 

dengan pelaksanaan LVC diantaranya adalah 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012-

2032 yang di dalamnya mengatur tujuan, 

kebijakan, dan strategi penataan ruang Kota 

Palembang.  Namun, RTRW Kota Palembang 

[15] perlu ditinjau kembali, seperti yang 

disampaikan oleh pegawai DPUPR bahwa: 

“Secara umum dapat dikatakan bahwa 

tata ruang itu dinamis. Sehingga rencana 

tata ruang wilayah setiap 5 (lima) tahun 

dilakukan Peninjauan Kembali (PK) 

sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria 

dan Tata Ruang No. 1 tahun 2018”. 

Pernyataan ini selaras dengan pendapat Mathur 

[8], Mathur [12], dan Abelson [13] bahwa 

dalam pelaksanaan LVC perlu dilakukan 

pembaruan data kadastral. Karena di dalam 

RTRW, diatur pula pola ruang yang dijadikan 

sebagai acuan penetapan zona nilai tanah (ZNT) 

yang menjadi dasar penetapan pajak properti. 

Sementara itu, dari sisi kelembagaan, 

pembagian tugas dan kewenangan telah diatur 

dalam Peraturan Walikota, misalnya Peraturan 

Walikota Nomor 50 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, serta Tata Kerja DPUPR [16]. 

Berdasarkan peraturan tersebut, tugas dan 

wewenang terhadap RTRW menjadi “pekerjaan” 

baru bagi DPUPR. Karena sebelumnya, 

menurut salah seorang pegawai Bappeda 

Litbang “kewenangan tersebut [RTRW] beralih 

ke Dinas PUPR. Tapi sekarang Bappeda 

sifatnya tetap sebagai koordinator, misalnya 

pada tahap revisi RTRW ini.” 

Adanya peralihan tugas dan wewenang 

ini, perlu diikuti dengan peningkatan kualitas 

pegawai pemerintah yang harus menjalankan 

tugas baru baik berupa pengetahuan terkait 

RTRW maupun kemampuan terkait pemetaan 

dan pemutakhiran data kadaster. Kesiapan 

pengetahuan dan kemampuan pegawai 

pemerintah tentunya diperlukan mengingat 

stakeholder dari pihak swasta belum memiliki 

pemahaman yang cukup mengenai LVC. 

Misalnya, seperti yang diungkapkan oleh 

pemilik properti yang mengharapkan dapat 

“mengetahui saluran [organisasi perangkat 

daerah] yang dapat dihubungin mengenai 

instrument.” 

3.2. Dukungan Stakeholder 

Para narasumber memandang pentingnya 

LVC sebagai alternatif skema pendanaan 

pembangunan infrastruktur, seperti yang 

dinyatakan oleh pemilik hunian bahwa 

“Instrumen ini dapat memberikan pembiayaan 

infrastruktur terbaik apabila ada keseimbangan 

di setiap elemennya, baik di system, instrument, 

maupun manusia/ masyarakatnya.” Narasumber 

mengungkapkan bahwa dukungan masyarakat 

sangat penting dalam mendukung keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan LVC di Kota Palembang. 

Hal ini selaras dengan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Mathur [8] yang menyatakan 

bahwa salah satu faktor keberhasilan 

pelaksanaan LVC adalah dukungan dari pemilik 

properti. 

Namun, pada kenyataannya dukungan 

dari pemilik properti sulit untuk didapatkan. Hal 

ini dapat kita lihat dari capaian kinerja BPPD 

terkait dengan pendapatan pajak bumi dan 

bangunan (PBB) di Kota Palembang. 

Berdasarkan Laporan Kerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) BPPD [17], target pendapatan PBB 

tahun 2019 tidak dapat tercapai dikarenakan 



Mabrurotunnisa 

 

Vol. 16 No. 01, Maret 2021| 13  

 

adanya penolakan dari masyarakat terkait 

penyesuaian perhitungan nilai jual objek pajak 

(NJOP). Hal ini menunjukkan adanya indikasi 

kesenjangan informasi yang diterima 

masyarakat, terutama pemilik properti, 

sehingga mereka kurang memahami kebijakan 

zona penentuan pajak properti. 

Selain itu, keterlibatan pengembang dan 

pemilik properti dalam setiap tahap 

implementasi (perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan) dinilai memegang peranan 

penting dalam pelaksanaan kebijakan LVC. 

Seperti yang disampaikan oleh seorang 

pengembang yang juga merupakan anggota 

APERSI bahwa “pelibatan dalam penyusunan 

ketentuan dan peraturan sangatlah penting 

melibatkan para pihak sehingga hasil yang 

dikeluarkan bisa diterima dan berjalan dengan 

baik.” Hal ini didukung oleh temuan Mathur 

[12] yang menyatakan bahwa adanya 

koordinasi yang baik antar stakeholder dapat 

meningkatkan tingkat keberhasilan pelaksanaan 

LVC.  

Oleh karena itu, untuk mewadahi 

koordinasi antar stakeholder perlu 

diselenggarakan forum publik yang secara 

khusus membahas detil pelaksanaan LVC di 

Kota Palembang. Forum ini juga dapat menjadi 

media sosialisai kebijakan-kebijakan yang 

terkait pelaksanaan LVC sehingga isu 

kesenjangan informasi antara stakeholder dapat 

teratasi.  

4. KESIMPULAN 

Mempertimbangkan faktor-faktor 

penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan 

LVC yang telah dikemukakan oleh penelitian-

penelitian sebelumnya, Kota Palembang sangat 

berpeluang untuk menjadikan LVC sebagai 

alternatif pendanaan infrastruktur di Kota 

Palembang. Namun, untuk mencapai 

keberhasilan pelaksanaan LVC, pemerintah 

Kota Palembang diharapkan mampu mengatasi 

berbagai tantangan yang telah dibahas pada 

penelitian ini. 

Penelitian ini hanya melibatkan metode 

kualitatif saja karena keterbatasan waktu 

penelitian. Penelitian selanjutnya dapat 

menggabungkan data kualitatif dengan 

kuantitatif, sehingga meghasilkan temuan yang 

lebih rinci. 
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